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Adanva lembaga (institust) selain polisi umum vang juga disnggap efekut
schagai penyidik dalam melaksanakan penegakkan hukum adalah lembaga Polisi
Pamong Praja. Polisi Pamong Praja imi berlugas serla mempunyal wewenang
dalam pelaksanasn dilapanpan yekme dalam rangka tfugas admimstratif atas
peraturan dacrah vanp dikelvarkan serta dapat melakukan upava paksa dalam
menceakkan hukum  bagl pelasksanakan Peraturan Daerah  fersebut, sepern
melakukan  penangkapan, pengeeledaban,  pemeriksaan surat-surat oserta
melakukan penahanan terhadap sipetaku pelanpgaran peraturan daerah, misalnya
terhadap pelaku kemaksiatan ditempat umum dan hotel-hotel.

Hal di ams dapat diartikan, bahwa dibentuknya Polisi Pamong Praja
dimaksudkan disini adalah dengan dengan tejuan (Croafs) untuk menertibkan,
mengawasi dan mencepah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Dacrab
maupun Keputusan Kepala Dacrah. Maka dalam usaha menjadikan Kota Padang
sebappl daerah bebas dari sepala bentuk kemaksiatan, sekaligus menyerahkan
pelaksanaannya kepada pemerintah vang dalam hal ini Walikota sebagm
penanggung jawab. Pelimpahan wewenang ini kemudian Walikota menyerahkan

pelaksanaannya pada Polisi Pamong Praja.



PENDAHULUAN

A, Latar Belakangz
Kemaksiatan vang dilakukan merupakan svatu perbustan vang a-susika

vang telah diatur sanksinva dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
dan sckalipus juza merupakan kepuiusan kepada wilayah atan Peraturan Daarah
dan Peraturan Perundang-undangan Pusat. Mamun yang sangat menank adalab
seielab Polist Pamong Praja mengajukan kasus ind kesidang pengadilan denpan
menggunakan sistem peradilan pidang, dalam arh dia melakukan penvidikkan dan
membuat berita acara pemeriksaan separl haln}'al vany dilakukan oleh Polisi
umum vang jupa membual berita acara pemenksaan hasil penyvidikakannya,

Beranjak dar hal di atas, keadaan vang tidak kalah menarik lainnya adatah .
hahwa dalam Kitgh Undang-Undang  Hukem  Acara Pidana  (KUHAPR)
menegaskan dalam pasal 7 avat (20 nva antara lain berbuny
“Penvidik schapaimana vang dimaksod dalam pasal 6 avat (1) horuf b
mempunyal wewenang sesuai dengan Undang-Undang vang menjadi dasar
hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada dibawal
koordinasi dan pengawasan penyvidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) hurutf a”

Ketentuan tersebut dapat dianitkan, babwa secara singkat KLUHAP
menginginkan adanva hubungan koordinast fungsional antar lembaga vang
mclakukan penyidikan dan berada di bawab pengawasan penvidik polisi. Hal mm
disehabkan, karena penvidikan  memiliki khamktenstik yang  khas  dan
menvanokut permasalaban vang komplit, khosusnya dares segi legal institusionnya,
aleh sebab itu hubungan koordinast merupakan langkah vanp dipertimbangkan
oleh Undane-Undang untuk mencantumkan dalam KUHAP.

Dalam Prakiek, dimungkinkan saja terjadi faktor vang menghambat dalam
terjadinyva hubungan koordinast atau bahkan sehaliknva sehingpa terlaksananva
hubungan koordinasi fungsional sebapaimana  dimaksudkan  Maka dengan
dilakukannva penelitian yang bersifal Socio Legal Rescarch, dibarapkan dapat
membenkan  gambaran vange  jelas tenlang permasahan vane  ditemu dan
memberikan  argumen  dalam  penvelenggaraan  pemaolisian dan penyidikan

terutama sekal herkaitan dengan adanyva wpava paksa
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 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan uralan di atas, permasalahannyva adalah
Bagaimanakah Polist Pamong Praja Kota Padang dalam melaksanakan tugas-

tugas kepohsian ppmong prigaan dalam Kalannve dengan adanya upava paksa
dan tmdakan penahanan dan penyidikan tehadap pelaku kemaksiztan
Bagaimamakah proses penvelesaian kasus-kasus a-susila vang ditangam olek
Falisi Pamong Praja ketamadya Padang, schingea tiada suatu kasuspun vang
diagukan ke sidang penpadilan sebapai kasus dalam hukum pidana. Apakah
ada suwatu sistem mlaw cara hun vang dilakukan sebaga langkah ADR
{Alternative Dispute Resolutin).

Apakah dengan perifaku dan pebuatan yang dilaksanakan oleh Polist Pamaong
Praja Kotamadya Padang dalam melaksanakan upava pakss adalab merupakan
fakior penghambar untuk diadakannva hubungan keordimas: secara lungsional

denean polist sebagaimana vang ditentukan dalam KLIHAP,

TUJUAN PENELITIAN

Ada beberapa hal vang memadi tejuan penelivan ini, antara fain ;

Lintuk mengetahu tentang bagaimana  Polisi Pamong Praga Kola Padany
dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian pamong prajaan dalam kaitannya
dengan adanya upaya paksa dan tndakan penghanan dan penyidikan tehadap
pelaku kemaksiatan,

Untuk mengetahul bapaimanakah proses penvelesaian kasus-kasus a-susila
vang ditangani oleh Polisi Pamong Prajz Kotamadya Padang, sehingpa Uada
suarn kasuspun yang diajukan ke sidang pengadilan scbagai kasus dalam
hukum prdana. Apakah ada suatu ststem atau cara lain vang dilakukan schapai
langkah ADR (Alternative Dispute Resoluring,

Untuk mengetahw apakah dengan penlaku dan pebuatan vang dilaksanakan
vleh Palisi Pamong Praga dalam melaksanakan upava paksa merupakan fakoor
penghambat untuk adanya hubungan koordinasi {ungsional dengan polisi

sehagaimana yang ditentukan dalam KUHAT.



MANFAAT PENELITIAN
Diharapkan dan hasil peneliban e dapat memberikan dus manfaar
(signilikasi), vakm mantaat dalam bentuk prakos dan dalam bentuk teorins.
1, Manfaat dalam bentuk Praktis

al Bag aparat penegak hukum : dibarapkan penelitian mm dapat memberikan
wawasan kepada aparat penegak hukum, baik itu penvidik dar Polisi
mavpun penvidik Polist Pamong Praja, sehinpes dalam melaksanakan
upaya paksa dan penvelesalan kasus vang berkanan dengan kemaksiatan
{a-sustlay dapat lebih propors: dan profesional.

b} Bagi masyarakal Kola Padang, hasil penchtian im hendaknya  dapat
memberikan gambaran secara komprehensii mengenai permasalahan yang
berkaitan dengan hubungan koordinas) fungsienal antara polist dengan
Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan upava paksa dan memberikan
pambaran lentang cara kena {(operasional) dan Pohst Pamong Praja
sebagai penvidik.

o) Bagi para penentu kebyakan/pembuat keputusan © hasil dan peneliian im
diharapkan dapat membenkan inlormasi-informas: atau masukan-masukan
dalam menentukan dan mengambe kebuakan.

dy Bagi peneliti sendin @ diharapkan dan basil penehian m dapat diadikan
sarana penunjang bagi peneliti untuk dapal memperdalam pengetahoan
mengenal matent sosiolegn hokum dalam hukum pidana, khosusova
sosiolog kepolisian dan dapal menpembangkan gagasan pemikiran.

2. Manfaat Teornus
Diharapkan dan hasil penelitian in dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu pengetabuan, ferntama dalam  sosiologl hukum  ayang

barhubungan dengan hukum mdana, khususnyaa tentang sosiologr kepolisian,

TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Peranan  pelist merupakan suste bagian dan swatu kultur vang
berhubungan dengan tugas dan peraturan serta peranannyva vang berdinn anlar

sosiologl dan psikologl, Sementara ity secara formal tanggung jawab polisi



dinvatakan dalam fhe American Hae Associon (ABAL lentang  “Sterdoard

refating o the Urbar Police Munction” dengan sebelsa tangeung jawaly yang ada

di pundak pohisi vang antara lan dapat diengkapkan  (Samuel Walker, 1992:64)

i

o fdesmtity crivined and critminal activity and, When appropriared. o
apperliend offenders and principate in subsegient court proceedings,
(mengenal pelaku-pelaku  kejahatan,  bentuk-bentuk  kejabaan  dan
mampersiaphan wakin vaong tepat unfuk melakukan penzhanan seria membuat
beria acara pemeriksaan dalam acara proses peradilan,

To reduce opportunities for the commission ofSome orfmes  throughi
prevenrive pairals and other measure {mengurangl kesempatan kepada
badan-badan lain vang juga bertugas mencepah kejahatan atau dalam bentuk
lairnya).

To aid individeals whe are in danger of pshical harm (menolong orang-
orang yvang terancam jlwanya karena tubuh orang tersebut terluka)

Fo protect consittustonal aqiaerenfes (memberikan jaminan  perlindunzan
menurut Undang-Lindang vang berlalku

Fao Facillitate the movement of peeple and velticle {membuat fasilnas jalan
bag arane dan kendaraan).

T asgist those who cannot care for themselves {memberikan bantuan bagi
mereka vang tidak bisa menvelamatkan disi),

e resolve conflict imemisahkan orang vang bertentangan)

The idemtity problems that are porentially serious law enforcement or
povernmtent proflfems (menpgenan masalah vang terjadi bahwa, penegak
hukum merupakan potensi vang serius uniuk mencezakkan hukum dan
termasuk d dalamnya mengenal masalah-masalah pemerintahan,

The create and maintein a filling ofsecurity in commmunity (menciptakan dan
menjaga keadaan vang aman dalam masyarakal.

The promose and preserve civil arder {mendukung dan memelihara aturan-

zturan sipil vang berlaku).

To provide other services on emergency basic {memepersiapkan bentuk

pelavanan lain pada suate keadaan darural ),



Secara umum pekerjaan polist jueas diungkapkan oleh Siegel (1983) dalam
tulisan Geotrev PoAdpert lentang “Americon swatem ag crinnmal fustiee” dengan
tipe aktivitas sehagai berihut ' (5iecel dalam Adpert, 1983 0 41,

I Peateod (herpatioli)

I~

Fenviny af afferaders {imengenaly cin-cime pelaku)

Lot

fvestipaeing criminal befereior fmenyelidiki timgkah laku)

4. Apperfiending these affenders {melakukan penabanan terhadap pelaki)

]

Wortting reporiy and cocrdiating effort with the prosecutor {membuat benia
acara pemeriksaan dan mengupayakan koordinasi dengan penuntuf umem b,

. Deterire crime tirowglit patral imenghalang pelaku-pelaku kejshatan dan
dipcriksa oleh patroli)

Assiting radvviduals o danger ar i need of assistunce (menolong orang-orang
dalam bahava atau orang-omang yang butuh bantuan),

& Conflice rexafurion {menvelesaikan perselisihan)

9. Keeping the peace [menjaga perdamaian))

N Marraen Crder (penvelenggara peraturan

H, Keeping  autmohile and pedestricm trafict moving efficinet!v (menjaga
kelancaran arus lalulintas dan mengatur penveberangan pejalan kakimengadi
glesien,

[ 2 Enforcmng fhe faw (menzgakkan bukum)

Uraian diamas secara wmum  memberikan pambaran (desoripior) leniang
tanggung  jawab peranan dan pekerjaan polisi, Untuk urasan penyichikan,
masyarakat memandang bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh pekenzan detekuf
vang berusaba menemukan pelaku. Penyidikan ilu merupakan bagian integral darn
pekerjaan Polist tetape dapat bersatu dengan pekerjaan polist secara wmum,

Artinya dising, terdapat dua lembaga vang menjalankan penvidikan, Polisi
(POLETD disatu sist dan Pegawar Negen Sipl disist lamnva. Dalam kajian mi
Pegawal MNegen Sipil sebaga penyvichik difokuskan kepada polist Pamong Praja.
Momo Kelana memaka shilah dua lembaga i dengan poliss umum dan pohisi

khusus { 199465,



METODE PENELITIAN

Suatu metode berart jalan “ke™. . (Soeerjono Soekanto, 198641 jadi vang
dimaksud dengan metodologt adalab 7. Ve proncipdes and procedures by iy
we gpproach problems and seek answers, 0 the social sciences the fernt applies
frr how ane conduer resegrch’ (Robert Bogdan dan Steve | Tavlor dalam
Seerjono Sockanto, 19868). Metodelogi pada hakikatmya membenkan pedoman
untuk mempelyar, manganaliss dan memahami  persoalan-persoalan yang
dihadam

1. Jenis Penelitian

Pentingnva penelitian ini adalsh uniuk menentukan metode penelibian
vang dipergunakan dalam penelitian ind termasuk jemis penelitian
deskriptif empiris vaitu penelitian untuk memahami, memecahkan dan
member penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa
sekarang  (akwal),  dengan mengumpulkan  data,  meyvusun,
mengaplikasikan dan menpanalisa sera mengiterpretasikan (S0enarya,
1985:8), melahw teknik pengumpuolan data dopat dipelajan hukum
sehagai depedent variable vag timbul dari resuliame berbagar kekuatan

dalam proses spsial {Ronny Hanitjo Soemitro, F9E2;124),

bt

Metodologi Pendekatan Masalah

Adapun  penlitian i dilakukan  dengan menitik beratkan  pada
pendekatan fungsional dan pendekatan struktural, Pendekatan fungsional
dalam arti mengkaji dan menganalisa kaitan elemen sosial dengan
elemen lain. Berdasarakan pendekatan fungsional in aksn mudah
memperhatikan  elemen-elemen  sosial mana  vang  kurang  dapat
berkembang  mengikuti  clemen  sesal  lam, Dengan menyorots
perkembangan sosial nu, kia dapat mendekau kemanakah arah
perkembangan suatu masvarakat serta permasalaban vang mungkin
timbul schagai akibatnya,

Pendekatan struktural dimaksudkan sebapai swatu pendekatan vang

mencoba  mempertanyakan mengapa lerdapal gejala semacam 1,



apakah wds latar belakang konsep ataw pandangan terlentu pada
masvarakat,

Pencentuan Sampel

Sebelum pembicaraan lebah famut, perdu ditentukan terlebih dahulu
wilgyah penelitian dengan menggunakan cara purposive sampling.
Wilgvah Penelinan adalah Kotamadyva Padang. Untuk menentukan
sampel vang bertolak dan asumsi realitas sosial e, diperlukan metode
pengambilan sampel dengan unsur-unsur sampel

Unsur-unsur - sampel e diambil dengan  menggunakan  kerangka
samphng {Sampling Frame} vang membuat unsur-unsur jumlah, jems,
wimue, dan pekerjaan tetap tidak barus merupakan Kesatuan unsur yang'
harus dimaksudkan dalam kerangka sampling {Masn Singanmbun, 1989
153)

Sampel vang diambil berdasarkan populasi dan -

1. Polist Pamong Praja Kotamadya Padang.

2. Polisi vang Bertindak sebaga Penvidik
3, Walikowm

4 Alim Ulama

5. Ninik Mamak / Ketua LKAAM

fi. Praktisi Hukum / Pengacara

Dalam penelitian empins tidak dikenal adanya konsep “keterwakilan”
sampel dalam rangka generalisasi vang berlaku bag populast. Yang
dikenal adalsh  keluasandan  kemencakupan  renfangan  informasi
[ Sanafiah Taisal, 1990.38), tetapi karena alasan wakin, hiaya dan
tenaza, maka dalam pegambilan sampel dipergunakan Pengambilan
Sampel Gugus Sederhana (Simple Cluster Sampling) dengan maksud

tetap mengikul pola pepelitian empins.

Teknik Pengumpulan Dhata
Untuk mengumpulkan data dan sumber-sumber penelitian, baik sumber

data primer maupun sumber data sckunder.



5.

a  Sumber data primer diperoleh dan responden yang dipilib dengan
menggunakan  metode  Simpde Claster Scagpding. Tekuk
penmnnpulan daa vang dipergunakan adalah
[. Wawancar.

2. Observasi.
Diata primer ini langseng dan penelitan lapangan {iefd Researcl)

b, Dralam mengumpulkan data sckunder, peneliti mendapatkan baban-
bahan terulis vang berasal dan baban-bahan hukum, sosiolog
hukum  (buku-buku  biteratury,  penelitian-penelitian terdahulu,
dokumen-dokumen, makalah-makalah, media massa, majalahb-
majalah, anikel-artikel dan lain-lain dengan melakukan Penelitian’
Perpustakaan { Librarne Research),

Teknik Analisis Data

Data  vang  bersifat  kwalinauf, setelabh  dikumpulkan, lalu  di

identifikasikan dan dikategorikan dalam sistematika tertentu, selanjuinya

dianalisa dengan mempergunakan metods analisis yang dasarnya
mempergunakan  pemikiran logis, analisis dengan  logika  induksi,

deduksi, analogi interprestasi, komparasi dan sejenisnyva it { Tatang M.

Admirin,  1980:95)  Strategi atau  pendekatannya  adalah  nduks

konseptualizasi, maksudnya adalah penehiti bertolak dan faka atau

informast empiris {data primer)y untuk membangun konsep, hipotesis dan
tcori. Dhan fakla ataw informast kekonsep merupakan suvatu gerak
melints ketingkat abstraksi vang lebib tinggi dan bukan perhitungan
tabulasi data vang bermsosiast dengan konsep.data yang terakumulas
dalam suatu tabel, dikembangkan menjadi pernyataan dalam definiss
nominal, maka teontis atau konten subtantif dan suatu konsep (Sanahah

Faisal, 1990, 900 Dar analisis  tersebut kemuodian difank  suatu

kesimpulan vang ada pada dasarmnya merupakan  jawaban  untuk

menjelaskan atas permasalahan vang ditmgkat dalam penebiian i,

dengan mendiskrpsikan apa adanva sesuai dengan data avng diperoleh

selelab melalw teknik penganalisaan data.



PEMBAHASAN

Secara teort, scorang pohst untuk dapat menpadi penvidik (imvestigatorn)

haruslah meamenuhi svara-svarat sebapal benkul

1.

Swarat-svarat Limem

i.

I

Pengetahuan ilmu kepolistan vang meliputi

1

M = e

o

Pengetzhuan perundang-undangan
Fukum Pidana

Hukum Acara Pidana

Sosiologi

Kriminalog

Forimnalistik

Intellesence ! security

Pengetahuan Keadaan Daerah

[

= L

L

Struktur dart erganisasi

Readaan geopgrafi daerah bersangkutan
Keadaan fisik daerah

Keadaan ekonomi davrah

Eeadaan sosial dan budaya

Feadaan knminalnas daerah

Svarat-svarat Khusus

A

Fhisik - 1. Berbadan sehat, 2. Trampil, 3. Sopel dalam
pereaulan. 4. Waspada dan mahir bela din, 5
Bersikap tegas

bental ;0 ) Bersemangat, 2, Mamapu menvimpan rahasia, 3,
Bijaksana dalam menghadap persoalan, 4. Tidak
egznis, jujur dan tidak berprasangha.

skill 1. Penuh mmsiatit, 2. Pandan menganalisa dan

membuat  keputusan  dalam  menghadapm kasus, 3. Cakap

mengounakan teknik penvidikan kriimal, 4. Menguasar (lmu



pengetalivan  teptang  cin-cien manusia, 30 Objeknl” dalam
pentlatan (R, Soestlo, |98 22.24)

Jadi dalam pelaksanann tupas pobis di lapangan, pohs dak saa sehapm
lembaga hukum {(fegad o) tetapl Juga sebagal lembaga sosial {social
mstinder), lebilh khusus lag, pohist sebagar penyidik harus dibekal dengan
metode dan 1eknik serla prinsip-prinsip fugas dan peranan. Dalam melakekan
upava paksa terhadap pelaku-pelaku kejahatan, polist menghadapn persoalan vang
sangal serins sebagar pelindung masvarakat termasuk penggunaan kekustannya
{ferree of pofice). Resolusi-reselust dar kongres PBBpun membenkan batasan
terhadap kewenangan polisi schagar penyidik harus memenuli standar keca dan
etika kerja profesional {semdart and profesional etine),

D Indonesia lerdapar dua lembaga yang menjalankan penyidikan. Polisi
(POLRI) disate sisi dan Pepawai Meperi Sipil disisi lainya. Dalam kagian io
Pegawai Megeri Sipil scbagai penyidik dilokuskan kepada pohisi Pamong Praja,
Momo Kelana memakan stlab dua lembaga i dengan pobisi umum dan polisi
Khusus (1994:65), Polisi umum dalam arti terwenang untuk melakukan tindakan
terhzdap semua kejahatan dan pelanpearan, sedanghan polisi Klsoes hanya
berwenang untuk melakukan tndakan terbadap kejghatan atan pelanggaran
tertentu saja. Pertanyaan yvang akan timbul adakal batas-batas wewenang dan
fingkungan kuasanva masimmg-masing seria cara-cara pelaksanaan wewenang
tersehut,

Untuk mengatasi  masalah  tersebut,  Presaden  Republik  Indonesia
mengeluarkan keputusan tentang perlunya koordinast di lapangan antara polisi
dengan badan-badan polist khusus yang diatur dengan keputusan  Presiden
Fepublik Indonesia Woo 372 Tahun 1962 Untuk aktuaiisasi hubungan Polisi
denean Pepawan Meperi Sipil, seningkah dilaksanakan dengan Keputusan Bersama
(SKB} seperts

|, Surat Keputusan Bersama Panglima Angkatan Kepolisian, Jaksa Apung

dan Gubermur Bank Indonesia Mo, Pol 13/SK/PANGART959, No.
KepD05/DAM96%,  KEP3/GBLGEY)  wentang  Pembentukan  Tim

Pemernksa Khusus Hank-Bank.
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Kepulusan Bersama Menten Sosial dan Repala Kepolissan Repubhik
Indongcsia (Moo 4-15TF 97 tahun 1969, Hoo Pol HEGRKEERTHGR)
testany penggunaan Usaha Undian dan Pengumpulan Dana Sosial.

3, Keputusan Bersama Mentenn Pertambangan Repubhik Indonesia dan
Fepala Polisi Republik Indonesia (Noo Pol 12SK/KKRIWAY, Mo
3R Epls/Mpertamb/aY) entang pengamanan Pertambangan  tanah
i Momo Kelana, 1994 ; 700

Dapat ditank kesimpulan dan uraan diatas babwa | hubungan antar
organisasi kepolisian dengan badan-badan lain, terlihar adanya visi-visi hukum
dan aspek-aspek hukum, sehubungan dengan itu sangal menarik apa yang yang
dilontarkan oleh Peof. DR Satjipto Rabarjo, SH tentang Polisi, = .. mempelajari
palisi secara pommatf sma tdak membenkan gambaran yang seharusnya sangal
kava dengan realitas prilaky, dengan perkataan lam, kita tdak memperaleh
pambaran vane benar dan fengkap mengenal duma kepolistan tanpa melakukan
kajian sosiologis: { 1996, 15-16).

Donald Balck juga memberikan gambarmn mengenal apa vang dilakukan
palisi bukan sekedar menerapkan hukum ataw jalan perintah hukom dengan @&
How the police landlea pardcwlar case willdeposd vupon the sacial characieristic
af elleped offender and of the complainant or vicenn, and with the nature of the
refationship the parties 7 lebih lanput juga diotarakan oleh Donald Black, ™

How police work  vares across Soctal space fsell, figher or lower in g
clistribuation af status, dowrward or bpward, among and bebween striictures of
sitinacy, orgarization ard subenlure wm the presence of the other social conral
L iDonald Black dalam Satjipio Raharjo, 1996 16)

Penyidik Pengawar MNegeri Sipil, dalam bal im Polist Pamong Praja
Kootamadya Padang, pada kenyataannya lam, perbuatan vang dilaksanakan tidak
seirama dengan nuansa soswoloms vange ada pada pobist vang bertindak sebaga
penyidik. Polist Pamong Praja melaksanakan upaya paksa werhadap pelaku-pelaku
a-susila, felap proses dan penyelesalan kasusnva tidak melaksanakan komponen

sistern kerjasama peradilan pidana tersebut diztas.



Secara nommatl m mungkin merupakan pelanggaran tethadap perlindungan
masvarakal dan ketentuan-ketentuan normatif lsinnya yang berbubungan dengan
kerangka sistem peradilan pidana, tetap secara sosiologis ind dapal diamat
merupakan pejalp perubahan perilaku sosial dan perbuatan sosial, menurut
Parsons dalam sistem perbuatan sosial terdapat tga aspek | valtu sistem
kepribadian para pelaku, sistem budaya dan sistem sosial (Parsons dalam
Kountowijovo, 1994 16H)

Paham pendekatzn struktural fungsional beranggapan babwa masyarakat
teriteprast alas dasar kata sepakal para anpgotanva mengenal nilai-nilai
kemasvarakatan tertentu, vaitu suaty “general agreement” yang mampua mengalas
pethedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan diantara para anggota
masvarakat (Ronny Namiigo Seemitro, 1984 31)

Setiap sistem sosial memiliki kecendrungan untuk mencapai keseimbangan
{equilibrium} atau stabilitas berdasarkan kesepakatan, tetapt walaupun hukum,
sistemn hukum dan penegakkan hukum didasarkan pada asas-asas kesamaan, tetap
setalu ada golongan yang meperoleh tempat yang lebih tinget dalam masyarakat
dari golongan lainnyva { Ronny Hanitijo Soemtro, 1984 | 71)

Selanjutnva Parsons mengungkapkan bahwa, sebelum mengambil tindakan
seseorang pemegang peranan menghadapt suatu rangkaian pikiman yang terdin
dan lima pasang kemungkiman-kemungkinan dikhotoms, vakni |

1. Affecrivity — affectrvity mevteality

2. Selforientarion — collectivity orltalion
3, Dnrversalism — particularrism

4, dscription - aclievemen!

5. Specifiony - diffuveness

Pada masvarakat modemn, fenadi pergeseran dan atfectivity menjads
altectivity neutrality, dan collectivity ormiation menjadi Self orientadion dan
particularrism menjadi. Crversaim dan Ascriprion menjadt achievement serta
dari diffiseness menjadi Specificity {onny Hanitijo Soemitro. [984 0 78)

Keteganpan akan terjadi bilamana ugas polisi diambil sebagian oleh Polist

Pamong Praja dan ditambah lagi dengan cara bertindak dan berperilaku untuk



melaksanakan tugas upava paksa tidak selaras dan tidak sesuan dengan ketenluan
hukwimyang berlaku dan ketertiban vang berlaku dalam masyarakat sebaga suatu
perbuatan vang kurang bak dengan dadannva hubungan koordinasi fiungsional
pada saat Polis Pamong Praja melaksanakan upava paksa terhadap pelaku-petaku
kemaksiatan

Hukum dan ketertiban merupakan suate kebarusan, apabila Kita harus
membicarakan masalah-masalab penegakkan hukum secara sosoilegi. Hukum
sering divcapkan dalam suatu rapkatan. seelah-olah vang satu merupakan sinonim
denpan yang lain, namun pada pemabaman lebih lanjut akan muencut pecbedaan-
perbedpan vang hakiki (Soctjiiplo Rahago, 1985 | 62) Weber dalam hal m
membuzt perbedaan antara penglihatan dan sudut hukum dan sosiologis, sudut
hukuem berarli pengkajan terhadap kawdsh-kaidah mengenal tingkah laku yang
cisebut dengan  hukum, tersusun dalam suatu rangkman kegiatan-keglatan
manusia yang hubungannya sate sama fam vang dapat dilibat dalam kenyataan
sehari-har.

Kelanjutan yvang paling dekat adalak, bahwa dalam mengamati tindakan-
undakanaorang dalam masvarakal, disalu prhak  kia bisa mehbat adanva
perbuatan-perbuatan vang secara wajar dilakukan oleh orang-orang dan dilain
pihak ada hukwum yang memaksa tndakan orang untuk dilaksanakan menurut
streotip-strectip lertentu vang telah ditentukan sebelumnyva. Masing-masing
menghendaki pencapaian kondisi-kondisi tertentu, tetapn konthik tidak dapat
dihindari. Chambliss dan Siedman berpendapat, bahwa masyarakat yang secara
murmi iu adalab suate yvang ideal yng tidak bisa dicapal. Yang dimaksud dengan
mumi it adalah bahwa selurubh masyarakat vang ditur olch hukum  vang
dirumuskan secara jelas, tanpa dibotubkan adanya diskresi oleb para pejabat
dalam penerapannya,

Keadaan atan ideal vang demikian itu sama tidak mungkinnya dengan sualu
masyarakal yanp didasarkan semata-mata pada kebebasan, kelonggaran diskresi
vang dipunvai oleh para penegak hukwmnya (Chambliss dan Siedman dalam

satjipto Bahardjo, F983:65),



Rctegangan amara hukum dan diskresi para pencpak hukum selalu acla,
antara hak asase dan bak pemilikan (property right), amara perlindungan
kemerdekaan dengan perlindungan lata susila vang ada. Telah diketahui bahwa
pekerjaan palisi adalah penegakkan hukum in optima forma. Polist adalah bukom
vang hidup, melalur palise i ; janji-lanji tujuan hukum untuk mengamankan dan
melindungi masyarakat menjadi kenvataan, Tujuan sosial tidak selalu sama
denpan tujuan hukum, Menorut Skolnick, polisi berdin diatas keduanva, Kalau
polisi hanva dibent tugas untuk mengejar tujuan-tujuan sosial, maka sesungguhnya
tidak ada persoalan yang dibadapi. la bisa menangkap. menahan, menggeledah,
dan menvita menurut apa yang dikehendakinva, dermi untuk mencapal tujuan
sosial, wakni  ketertiban itu, tetape sekarang senantiasa fa diminta uniuk’
mempenanggung jawabkan tndakannya it Tidak hanya i, 1a juga diharuskan
untuk  mematuhn ketemuan-ketentuan hukum yang berlaku (Skolmick  dalam
Satjipto Raharjo, 1983 ; 98). Bapaimanakah halnva dengan pekerjaan Polis
Pamong Praja Kotamadva Padang 7 Polisi Pamong Praja melakukan kegiatannya.
sementara ini dapal disompulkan untuk mencapal tujuan sosial berdasarkan
kesepakatan sosio kultur masyarakat Minangkabau {Tungku Tipo Sajarangan).

Katau seandainva polisi berpijak pada urman diatas, apakah Polist menjadi
enggan untuk melaksanakan ketemuan undang-undang itu (KUHAP) tentang
hubungan  koordinasi/pengawasan  dengan  Polisi Pamong  Priga yang
melaksanakan upaya paksa berdasarkan tuyuan-luuan sosal i,

Perkembangan sostal tersebul merupakan seatu gepala yang pastt, bukan dan
udak pernah berdiri sendim, tap pasti ada kaitannva dengan kenyatsan dan gejala
lain. Pendekatan fungsional dan pendekatan struktural dapat dipimam sebagal alal
analisa, sebagai sustu alat pendekatan yng mencoba memperianyakan, megapa
terdapat pejala dan kemyataan semacam itu, apakah tidak adak latar belakang
konsep atau pandangan tertentu, sehingga ada suatu gejala atau kenvataan sosial

tertentu dalam masyarakat



Iod
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KESIMPULAN

Bahwa polisi pamong proja dalam pelaksanaan tugas-tugasnva adalah berdasar
peraturan dacrah vang berlaku, yang pada prinsipnva berbeds  disetiap
dacrabh. I mana  dalam  pelaksanaannya menputamakan  mengamankan
pelaksanaan peraturan daerab . 5K Repala UDaerah dan kepuiusan bersama
antara ninik  mamak, alin ulama dan Pemerintahan vang berupa keputusan
tenmtang pemberantasan hemaksiatan di Kota Padang. Dalam pelaksanaannya
dimungkin - difakukannys  suatu upaya paksa bagi pelangpar, Namun dalam
pelaksanaannya terkesan kurang diperhatibannya standar kerja dan etika kerja
priofesional sebagaimana divpayakan oleh polisi umum.

Dalam  kaitannva dengan  proses penvelesaan  kasus  kemaksiatan vang
dilakukan oleh polisi pamong prajga, umumnya penyelesaiannya tidak sampas
kepengadilan, artinva  penyvelesaiannya  dilakukan  oleh polisi pamang praga
baik melakukan mierogas mavpun penyidikannya.

Upayva paksa wang dapat dilakukan adalab dalam  rangka pelaksanasn
peraturan  dacrah, namun jika sudah menvangko!l masalab pengamanan
difapangan dalam rangka cksckost dan upaya paksa, maka dalam hal ini
dikoordinasikan dengan pihak kepolisian polist umum, mizalnva dalam rangka
eksekus vang berkanan dengan IMB. namun dengan adanva upaya paksa dan
proscs-proses penvidikan tanpa melibatkan pelisi wmom, dapat dikatakan hal
im - meropakan salah satu faktor penghambat  ustek terjadinva hubungan

koordinasi fumpsional antara palist pamong praja dengan polist umum .,

UCAPAN TERIMA KASTH

Rerkastan telah terlaksananya penelitian imi dan selesainya pembuatan artikel

serta makalah, dalam hal mana tidaklah terselesaikan jtka tanpa bantuan dan
berbagar prhak, khususnya pimpinan Universitas Andalas, Lembaga Penelitian
dan puimpinan Fakultas Hukwm serta instansi terkait yang bersedia memberikan
data-date vang dibutuhkan Oleh karenanya 1zinkan melalu tulisan i, penelit

mengucapkan terima kasih vang dalam.
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